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ABSTRAK

Yoga Pranata (19631115) : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
BUMDES PADA DESA TANJUNG RAYA
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH

Akuntabilitas adalah bertanggung jawab, transparansi yaitu keterbukaan
tentang informasi keuangan yang ada pada pengelola BUMDes Desa Tanjung
Raya kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan di BUMDes Desa Tanjung
Raya ini menguraikan mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang ada di
BUMDes Desa Tanjung Raya dan Transparansi pengelolaan laporan keuangan
terhadap pengelolaan aset pada Badan Usaha Milik Desa dalam persepektif islam

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dan
jenis penelitiannya Deskriftif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa pihak pengelola BUMDes sudah berjalan
berdasarkan beberapa dimensi vyaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran,
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan
akuntabilitas financial sehingga manajemen pengelolaan sudah baik dan aset-aset
yang ada pada Desa Tanjung Raya akan dapat ditingkatkan dan berpotensi untuk
menambah penghasilan BUMDes Serasan, dan juga pada pertanggungjawaban
laporan keuangan pihak pengelola sudah dilakukan dengan baik dan dikerjakan
oleh ahli dalam bidang keuangan. Sedangkan transparansi yang dilakukan
pengelola BUMDes tergolong kurang transparan dimana dapat dilihat dari temuan
peneliti pada BUMDes Serasan pihak pengelola hanya menyampaikan informasi
keuangan kepada perwakilan saja dan memiliki kriteria tertentu yaitu RT dan
Perangkat Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, BUMDes
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur fan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Agenda
pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang
RPJMN 2015-2019 vyaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya
nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama
dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa
mulai dijalankan dan diawasi oleh pihat terkait demi terlaksanannya tata kelola
pemerintahan desa yang baik. *

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin dan
tradisionalis. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan
diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan
alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang

! Lina Nasehatun Naffidah, Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Jombang, “Jurnal Ilmu Akuntansi”, Vol, 10, No, 2, 2017. h. 3.
Doi: 10.15408/Akt.\VV10i2.5936



pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara
praktik bukan hanya normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaraaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawaasan memberikan
kewenangan pengelolaan keuangan desa.?

BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang
berbadan hokum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara
ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian brsar
merupakan kekayaan desa. Pada akhirnya BUMDes dibentuk untuk tujuan
memperoleh dan memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian
desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.® Adapun secara
sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh
masyarakat desa sudah berjalan dengan kepentingan bersama masyarakat,
kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian
dan kreativitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannnya. Seacara
yuridis peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No 32 Tahun
2004 Tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.* Suatu

2 Suci Indah Hanifah,, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes), “Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol, 4, No. 4 (2015). h.
2. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3584.

3 Amelia Sri Kusuma, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, “
Journal Of Rural And Development”, Vol, 5, No. 1 (2014 ). h.5.

4 Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, Fiat Justitia JurnaR
Ilmu Hukum, Vol 7, No, 3, 2013. h. 2.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7n03.396
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organisasi yang baik tidak hanya memiliki system pengendalian internal yang
menunjang, namun juga memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk
mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media
pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas keuangan
pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah
kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan,
pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Keberhasilan atau kegagalan
akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari
kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib,
dan disiplin. Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang
berpedoman pada asas asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan
ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku juga memperlancar
penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat, juga partisipasi
masyarakat terhadap pengelolaan dana desa®

Transparansi merujuk kepada ketersedian informasi kepada masyarakat
umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan kepuasan
pemerintah dengan indikator sebagai berikut: Akses pada informasi yang akurat,

tepat waktu, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya,

5 Amrizal Imawan Et Al, Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun
Kepercayaan Publik, “Jurnal Akuntansi Multiparadigma”, Vol 10, No 1, 2019. H 156.



kemudahan akses, dan informasi menyusun suatu mekanisme pengaduan jika
terjadi pelanggaran.

Pengeloan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dijadikan
cerminan terwujudnya good govermance, dimana pemerintah dan masyarakat
memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi
masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas
pemerintah lokal.®

Permendagri No. 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus
dikelola berdasarkan asas transparan karena dengan adanya asas transparan atau
aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk
mendapatkan informasi atas penyelenggara pemerintahan yaitu informasi atas
kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi
fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu
keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus
memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.’

Kegiatan muamalah akan lebih baik jika pengelola badan usaha milik desa
mencatat semua transaksi yang dilakukan dan bersikap transparan kepada
masyarakat karena hal ini menyangkut kepentingan bersama. Seperti firman Allah

Subhanahu Wa Ta'alah dalam QS. Surah-Albagarah 2: Ayat (283) .

® Norita Citra Yuliarti and Dimas Dwi Oktavian, “Transparansi Pengelolaan Laporan
Keuangan Bumdes Karya Mandiri Pada Pelaporan Aset Desa,” (2021). h.134.

7 Eka Suci Setia Ningrum, Sigit Hermawan, “Analisis Aspek Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes,” (2017). h. 65



"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang
tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu
menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya,
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Mah Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”

Pengelolaan asset di BUMDes Desa Tanjung Raya dilakukan dengan cara
membagi tugas untuk masing-masing unit usaha yang dijalankan dengan tujuan
agar lebih memudahkan pekerjaan. Pengelolaan manajemen yang baik maka aset-
aset yang berpotensi menambah sumber pendapatan bagi desa akan dapat
dikembangkan. Melihat perkembangan teknologi dan informasi maka sudah
sepantasnya pihak pengelola BUMDes menerapkan sistem informasi karena
dengan adanya sistem informasi semua data akan dapat dikelola dengan baik yang
mana akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan serta dapat
mendukung terciptanya standar transparansi yang lebih baik. Selain itu agar
kegiatan usaha yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari allah

maka hendaklah para pelaku usaha menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip

ekonomi islam yang terdiri dari (tauhid, keadilan, keseimbangan, akhlak dan



kebebasan individu) yang berlandaskan dalil syar’iyyah yakni (Al-Quran,
Assunah, Ijma, dan Qiyas).

Saat ini jJuga BUMDes di Desa Tanjung Raya sudah berkembang baik dari
segi usaha dimana dari awal berdirinya BUMDes hanya memiliki dua usaha dan
saat ini sudah berkembang ke berbagai usaha, sehingga proses
pertanggungjawaban pelaporan keuangan juga harus dilakukan dengan baik agar
dalam menjalankan usaha BUMDes dapat berkembang dan lebih berhasil
kedepannya.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan
judul penelitian “Akuntabilitas Dan Transparansi BUMDes Pada Desa

Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan tersebut, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana akuntabilitas laporan kuangan BUMDes Desa Tanjung Raya ?

2. Bagaimana transparansi BUMDes pada Desa Tanjung Raya ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuliskan, maka tujuan dari
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui akuntabilitas BUMDes pada Desa Tanjung Raya.

2. Untuk mengetahui transparansi BUMDes pada Desa Tanjung Raya.



. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat,

adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis
a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini di harapkan untuk dapat mengetahui bagaimana
akuntabilitas dan transparansi BUMDes yang sudah dijalankan oleh
pemerintah desa tanjung raya

b. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat mewadai dan membantu cara

penyusunan laporan keuangan.
c. Bagi masyarakat
Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan

masyarakat akan kinerja keuangan yang baik.

Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan
pemahaman bagi peneliti menangani laporan keuangan sesuai dengan prinsip

syariah.



b. Bagi Lembaga Keuangan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadika acuan untuk mengembangkan

kinerja keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya.

c. Bagi Masyarakat
Sebagai sarana informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat
dalam mengetahui akuntabilitas dan transparansi BUMDes pada desa tanjung

raya.

E. Kajian Literatur

Ada beberapa jenis disertai yang menurut penulis unik dalam membedakan
penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Yuni Yuliana Burhan (105731115116), Skripsi, Transparansi Pengelolaan
Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Pada
BUMDes Berkah Pa’lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar),
Tahun 2020.

Permasalahan penelitian ini adalah lembaga sistem pengawasan
yang dimiliki lembaga tersebut sehingga menimbulkan celah dan celah bagi
pimpinan desa untuk melakukan manipulasi anggaran dan desa (ADD) secara
curang. Dari 11 desa yang pemantauan, terdapat 10 desa yang di duga benar-
benar menggunakan ADT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif dan sumber penelitian ini adalah manajemen BUMDes. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa transparansi pengelolaan laporan keuangan

BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah pada saat penyajian laporan

akhir yang akan diserahkan pada pihak aparat desa, BPD, Inspektorat dan



masyarakat untuk melihat apakah data yang dilaporkan pada BUMDes sudah
sesuai dengan pelaporan dana desa baik dari segi penyertaan modal untuk
BUMDes ataupun setoran pendapatan asli desa yang diperoleh dari keuntungan
pengelolaan BUMDes. BUMDes konsisten dengan laporan dana desa baik dari
penyertaan modal pada BUMDes maupun setoran pendapatan desa yang
berasal dari keuntungan pengelolaan BUMDes.
. Nurma fitriana (1502100288), Skripsi, Transparansi Pengelolaan
Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Rowowrejo, Kecamatan Negeri
Katon (Pesawaran) Dalam Persepektif Good Corporate Governance,
Tahun 2021

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya media atau
forum bagi masyarakat khusunya untuk mengakses informasi 9 terkait dana
BUMDes, laporan keuangan atau informasi lainya serta kurangnya pertemuan
langsung antara manajemen dan informasi lain terkait Romorejo. masalah
BUMDes. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, walaupun sifat
penelitiannya deskriptif. Namun sumber data primer dan sumber data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan catat. Teknik
analisis data menggunakan teknik analisis lapangan kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif dan berpikir induktif. Hasil penelitian yang
dilakukan menunjukan bahwa prinsip transparansi pengelolaan keuangan
BUMDes Roorejo adalah transparansi pengelolaan dana BUMDes unggul
makmur di Desa Roorejo masih belum maksimal, karena tidak adanya

aksebilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatakan informasi

tentang BUMDes Unggul Makmur pengelolaaan keuangan
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3. .Pardi dan Budi Istiyanto, Artikel, Analisis Transparansi dan

Akuntabilitas Dana Desa Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa,
Edunomika, Vol
04,No02,Tahun2020.https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie/article/view/1
272

Permasalahan penelitian ini menujukan bahwa kapasitas manusia
dan sumber daya keungan telah meberikan manfaat bagi desa sesuai dengan
tujuan Bumdes Namun Pembagian Pendapatan kontribusi terhadap pendapatan
awal desa kurang sesuai dengan 27 AD/Art. Penelitian ini merupakan jenis
peneltian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan
ekonomi terkait BUMDes. Data penelitian ini berupa kutipan dan rekaman

audio wawancara.

. Surfini, Artikel, Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(Studi Fenomena Pada BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung Raya
Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten KapuasHulu, Kalimantan Barat,
2021. https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wpcontent/uploads/2022/05/40.pdf

Permasalahan penelitian ini adalah keberadaan BUMDes di desa
ini akan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa dan melakukan
pengelolaan keuangan desa untuk mengelola potensi kemandiriandesa dengan
berbagai jenis kegiatan perekonomian, namun masih ada 18 faktor yang
menyebabkan konstribusi tersebut belum terlaksana dengan baik di desa-desa
yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga air bersih agar
masyarakat dapat menggunakannya di kemudian hari dan memiliki kesehatan
yang baik kualitas kebaikan air brsih bagi lingkungan bahkan dapat

menciptakan lapanga kerja bagi masyarakat, penelitian ini menggunakan


https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie/article/view/1272
https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie/article/view/1272
https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wpcontent/uploads/2022/05/40.pdf
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metode kualitatif dengan study kasus, metode pengumpula data yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan penelitian

dokumen.

F. Penjelasan Judul

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas berasal dari kata asing “Accountability” yang berarti
tanggungjawab. Selain itu, secara umum tanggung jawab adalah suatu bentuk
tanggungjawab hukum seorang atau perusahaan yang berkaitan dengan
kegiatan seperti pelaporan, administrasi, dan akuntansi.® Jadi dapat di
simpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas
berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

2. Transparansi
Transparansi berasal dari kata transparan yang berate jelas, realistis
dan terbuka. Istilah transparansi dapat di pahami sebagai kejelasan dan
keterbukaan informasi. Transparansi adalah kebebasan akses terhadap aktivitas
politik dan ekonomi serta keputusan pemerintah. Transparansi memungkinkan
seluruh pemenagku kepentingan melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan

kebijakan dan proyeksi anggaran, serta pelaporan (akuntabilitas) periode

& Manggaukang Raba, Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi, (UMPRess 2020), h.4
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sebelumnya.® Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah

keterbukaan suatu organisasi terhadap pemangku kepentingan.

3. BUMDes

Perlu kita ketahui bahwa Badan Usaha Desa atau biasa disebut BUMDes
merupakan suatu badan yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat
setempat dan pemerintah desa, baik dari segi penciptaan, permodalan,

pelaksanaan dan manfaat yang di peroleh melalui perlindungan desa.©

G. Metode Penlitian

1. Jenis Penelitian
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
degan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang
dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari subjek yang
memberikan informasi secara lengkap.!! Pendekatan penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif metode analisis deskriptif merupakan metode
analisis yang menggambarkan status peristiwa dan karakteristik yang diamati

secara aktual, autentik, dan akurat.'? Sedangkan metode penelitian kualitatif

® Dedy Aries Poae David P. E Saerang, “Pengaruh laporan penyajian keuangan Daerah
dan akuntabilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah di
pemerintahan kabupaten kepulauan talaud”, Jurnal Accountability, Vol 2, No 1, (2023). H. 30
DOI:10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35

10 Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes, (Jakarta : Mitra
Wacana Media), 2016, h. 2.

11 Sukarman Syarnubi, Metodologi, Penelitian Kunatitatif & Kualitatif, ( STAIN: Curup:
Lembaga Penerbitan Dan Percetakan (LP2), 2011, h. 112.

2 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2001), h.20.
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adalah metode penelitian sebagai suatu pendekatan atau penyelidikan untuk
menggali dan memahami suatu gejala pokok. Untuk memahami gejala utama
tersebut. Peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan
yang cukup luas dan umum. Informasi yang disampaikan peserta kemudia
dikumpulkan, yang biasanya berupa kata-kata atau teks, dokumen, cerita dan

lain-lain..1®

2. Lokasi Penelitian
Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah BUMDes Desa

Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat tengah pada hari rabu 20 Juli 2023

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yang didukung oleh data sekunder. Data penelitian ini diklasifikasikan
menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:'*
a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpul data langsung
mngenai topik yang menjadi sumber informasi yang dicari®®

Sumber data primer yaitu:

1). Hasil wawancara dari pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya

13 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), him
133

14 Burhan Bungin, Metode Penelitian sosial dan ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013). Hal
128

15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1
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b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan
dan pengelolahan data dalam studi pustaka. ® Data sekunder diperoleh
dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BUMDes,
baik berupa buku, majalah artikel, peraturan hokum atau kebijakan
pemerintah dan lain-lain yang semuanya dapat mendukung penelitian ini.
Sumber data sekunder yaitu:
1). Dokumentasi pada saat wawancara, buku tabungan BUMDes Serasan

serta data hasil pendapatan BUMDes Serasan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan
buku untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang
akurat dan relevan dari lokasi penelitian peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi Tanya jawab tatap muka anatara dua orang
atau lebih.'”  Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas

terpimpin yaitu dengan pertanyaan bebas tetapi sesuai dengan data yang

16 |skandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2009), h. 77.

17 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitin Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara
2001), h. 55.
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ingn diketahui, menyiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topic yang

dibahas.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau catatan peristiwa
yang diungkapkan dalam bentuk tulisan, pidato, surat kabar, majalah dan
karya ilmiah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan judul penelitian. Data ini diperoleh dari BUMDes Desa
Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah serta berbagai sumber lain

yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data
Setelah mengumpulkan data peneliti melakukan analisis data. Analisis
data merupakan upaya untuk menemukan dan menyususn secara sistematis
catatan-catatan dari observasi, wawancara dan lain-lain. Untuk meningkatkan
pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam
bentuk kesimpulan kepada orang lain.® Ada tiga hal yang penting dalam
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses seleksi yang berfokus pada

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data umum yang muncul dari

18 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin,
2018), h. 84
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catatan lapangan tertulis. Proses ini berlanjut sepanjang proses penelitian
bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan.!®
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan suatu kegiatan menyusun kumpulan
informasi, menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan dan
mengambil. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif
berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaraingan dan diagram. Bentuk-
bentuk ini menggabungkan informasi yang disusun secara koheren dan
mudah diikuti. Memungkinkan anda melihat lebih jelas apa yang terjadi.
Apakah kesimpulannya benar atau salah, dan mengalisisnya kembali.?
c. Penarikan Kesimpulan
Upaya menarik kesimpulan terus dilakukan oleh peneliti di bidang
ini. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari objek,
mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), penjelasan, alur
cerita, sebab akibat, serta klausa. Kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan
secara samar-samar dan tetap terbuka. Awalnya tidak jelas, namun

kemudian menjadi lebih detail dan jelas.?

19 Albi Aggito Dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak
2018), h. 89

20 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian,
(Sulsel: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary 2020), h. 78

2L Nurlena Andalia et al, Metodologi Penelitian, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
2022. h. 129
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BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas seperti termuat dalam oxford english dictionary,
mengandung pengertian kualitas menjadi bertanggung jawab, kewajiban
memberi penjelasan dan menjawab, melaksanakan kewajiban atau tindakan,
tanggung jawab, pertanggung jawaban. Accountablenes artinya kualitas atau
fakta menjadi bertanggung jawab atau berkewajiban memberi penjelasan dan
jawaban atas tindakan tanggung jawab, pertanggung jawaban pada seseorang
atau sesuatu hal.

Akuntabilitas adalah landasan seluruh proses pemerintahan, dan
efektivitas proses tersebut bergantung pada bagaimana pihak yang berkuasa
menjelaskan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawabny, baik secara
konstitusional maupun yuridis. Akuntabilitas merupakan persyaratan
mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa
keuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan
efisiensi, efektivitas, integritas dan kecerdasan pada tingkat tertinggi.?

Akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas
segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu agen kepada orangnya atau
bentuk yang memerlukan pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini

ditetapkan sebagai bentuk transparansi dalam operasional perusahaan.

! Manggaukang Raba, “Akuntabilitas Konsep dan Implementasi”, Malang :UMMPres
2020, h.9

2 Hari Susanto, Syaifud Fadhillah, Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, “Jurnal Ilmiah”, Vol, 18, No, 1, 2022. h.
8. https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843
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Akuntabilitas public juga dapat dipahami sebagai bentuk kewjiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelengara suatu
organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.?
Pengertian akuntabilitas menurut para ahli :

Mardiasmo mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang 17 perwakilan (agent) untuk memberikan
mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan tindakan
yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi dana perwakilan
(principal) yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menuntut,
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu
bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui medie akuntabiltas yang dilakukan
secara berkala.*

Menurut  Adisasmita,  akauntabilitas  adalah  alat  yang
memepertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok, fungsi,
dan misi suatu organisasi. Berdasarkan pengematan tersebut dapat Kkita

simpulkan bahawa akuntabilitas adalah suatu bentuk pemenuhan kewajiban

3 Chintia Ayu Tamara, Yunus Tete Konde, Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan
Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan, “Jurnal Ilmu Akuntansi
Mulawarman”, Vol, 1, No, 1, 2016. h. 7. https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181

4 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2018).

h. 56
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pribadi atau kolektif terhadap unit organisasi atas setiap kegiatan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan.®

Berdasarakan  definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
tanggungjawab itu sendiri menngandung makna kewajiban menurut hokum
untuk melayani atau membantu pengamat independen yang berhak
melaporkan temuan atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan kegiatan. Deangan kata lain akuntabilitas dalam dunia birokrasi
suatu instansi pemerintah mengamanatkan perlunya menyajikan, melaporkan
dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan, agar masyarakat dapat mengetahui

pertanggungjawabannya.®

B. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas adalah tanggungjawab
seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap sang pencipta yaitu
Allah, karena apapun yang telah dipercayakan kepada manusia adalah amanah
dan setiap manusia wajib mempertanggungjawabkannya.’

Menurut Lewis dari Kiswanto, tanggungjawab adalah inti islam (di
jantung islam). Padahal konsep akuntabilitas dalam islam mempunyai cakupan

yang lebih luas dibandingkan dengan konsep akuntabilitas alam akuntansi.

S Adisasmita, Manajemen Pembangunan Transportasi, (Pamekasan: Graha llmu 2014), h.
45

® Mikael Edowai dan Herminawaty Abubakar Miah Said, Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Dearah, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida), 2021, h. 16-18

7 Atep Hendang Waluya, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS Al Bagarah (2) :
282-284, “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, Vol, 12, No, 2, 2020. h. 23.
https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708
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Konsep tanggungjawab dalam islam tidak hanya tanggungjawab pada pihak-
pihak yang terlibat tetapi juga terhadap Allah dan masyarakat. Memang benar
bahwa hokum islam, yang berdasarkan pada syariah (etika global), mengatur
secara lebih spesifik bagaimana bisnis dirancang, bagaimana bisnis diatur, dan
dikelola, dan bagaimana laporan keuangan disusun.®

Dalam ilmu akuntansi kita mengenal istilah “tanggungjawab”,
sebenarnya istilah ini erat kaitannya dengan sebuah ayat dalam al-qur’an yang
berumur 1400 tahun. Tanggungjawab sebagai salah satu bentuk
tanggungjawab pada hakekatnya diingatkan dalam al-qur’an bahwa
tanggungjawab tertinggi ada ditangan Allah. Tanggungjawab yang dijelaskan
dalam al-qur’an lebih luas khususnya tanggungjawab atas tindakan kita sehari-
hari, bukan hanya Kativitas bisnis. Seperti yang tercantum dalam Al- Qur’an

Surah Al Hajr Ayat 92.°
P VD 1
ﬁ &) )l.‘-u _)A(LP
“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua”

Sementara itu, tanggungjawab dalam perspektif islam dala,
akuntansi memiliki cakupan yang lebih luas, khususnya tidak hanya
hubungan antara agen dan principal tetapi juga hubunga dengan

masyarakat (Stakeholder), lingkungan dan tuhan. Menurut Triyuwono,

8 Kiswanto, Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas, “Jurnal Dinamika Akuntansi”,
Vol. 3, No. 2, 2011. h. 78. http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda
® Tafsirqg,https://tafsirq.com/33-al-Hajr/ayat-92,diakses 1 juli 2023, pukul 15.00.
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Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya di dunia
ini. Allah Swt adalah sumber keprcayaan dan sumber utama bagi pihak-
pihak yang terlibat. Dari sumver daya ini, wali bertanggungjawa atas
penggunaan, metode dan tujuannya. Bentuk amanah dan akuntansi syariah
ditunjukan pada akuntabilitas .1°

Lebih lanjut menurut Mulawarman, tanggungjawab yang
ditunjukan Triyuwuno di atas adalah tanggungjawab dalam kaintannya
dengan peran kemanusiannya sebagai khalifatullah fil Ardh. Untuk
melengkapi hal tersebut, sesuai dengan sifat akuntansi syariah yang salah
satunya didasarkan pada prinsip metode kembar, maka sangat penting
adanya keetaraam akuntabilitas yang berpusat pada khalifatullah fil ardh,
yaitu tanggungjawab yang berfokus pada abd Allah. Penerapan
akuntabilitas perimbangan anatara abd Allah dan khalifatullah fil ardh
sangat signifikan dalam memperluas sifat dan bentuk pelaporan keuangan
berdasarkan hukum syariah. Tanggungjawab abd Allah merupakan suatu
bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap
ketentuan hokum syariah. Berdasarkan sudut pandang di atas,
tanggungjawab dapat dibedakan menjadi dua tergantung pada peran orang
tersebut, yairu tanggungjawab yang berfokus pada abd Allah dan

tanggugjawab yang berfokus pada khalifatullah fil ardh.

10'M. Adrian Muluk, et al, Akuntabilitas Pemimpin Kajian Filosofis Dan Empiris Rumah
Sakit Islam,( Malang: Peneleh, 2022). h. 54.

11 Aji Dedi Mulawarman, Menyibak Akuntansi Syariah Rekonsrtuksi Teknologi Akuntansi
Syariah, (Malang: Peneleh 2023). h. 64.
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C. Tipe Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian,yaitu:*?

a. Akuntabilitas internal akuntabilitas yang berlaku pada seluruh
tingkatan organisasi internal pemerintahan negara, termasuk
pemerintah, dimana setiap pejabat atau pengurus, baik sendir-sendiri
maupun kelompok pada suatu tingkat tertentu, harus melaporkan
perkembangan pelaksanaannya pada atasan langsungnya, kegiatan
secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

b. Akuntabilitas eksternal tanggungjawab yang melekat pada setiap badan
publik sebagai suatu organisasi untuk menangani seluruh tugas yang
diterima dan dilaksanakan serta perkembangan yang perlu
dikomunikasikan kepada pihak eksternal mengenai lingkungan hidup.

Menurut Supriatna, tanggung jawab dapat dibedakan menjadi
akuntabilitas demokratis, akuntabilitas professional, akuntabilitas
hukum dan akuntabilitas tambahan sebagai berikut:*3

1. Democratic Accountability akuntabilitas demokratis merupakan
kombinasi antara  tanggungjawab  administratif ~ dan
tanggungjawab politik. Menggambarkan pemerintahan yang
bertanggungjawab atas operasi dan tindakannya kepada para
pemimpin politik di Negara-negara demokratis, menteri hadir di

parlemen.  Penyelenggara  pelayanan  public  menjadi

12 Kristian Widya Wicaksono, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, “Jurnal Kebijakan
Dan Admninstrasi Publik”, Vol, 19, No, 1, 2021, h. 7. https://doi.org/10.22146/jkap.7523

13 Tjahya Supriatna, Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik, (Bandung:
Indra Prahasta, 2000). h.43
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tanggungjawab menteri/pimpinan  masing-masing lembaga.
Dalam konteks ini, pelaksanaan akuntabilitas dilakukan secara
bertahap mulai dari pimpina tingkat atas secara distrinlisasi,
Khususnya ketua MPR.

2. Professional Accountability Dalam hal tanggungjawab
professional, pada umumnya para ahli, ahli, dan teknokrat
melaksanakan tugasnya berdasarkan norma dan standar
profesinya untyk menetukan kepentingan umum atau
kemaslahatan sosial..

3. Legal Accountability Berdasarkan kategori tanggungjawab
hokum (legal), pelaksanaan peraturan hokum yang sesuai dengan
manfaat barang dan jasa public merupakan kebutuhan
masyarakat (pelanggan). Melalui akuntabilitas hokum, setia[p
pegawai negeri dapat diadili jika ia gagal dan melakukan tindak
pidana dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam
meberikan pelayanan kepada masyarakat akan terlihat jelas
dalam laporan pertanggungjawaban 4

Menurut para ahli berdasarkan beberapa kajian teoritis
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa akuntabilitas, anatara lain

akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas

14 Supriatna Tjahya, Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan, (Aceh:
Humaniora Utama Press, 1997). h. 54



25

demokratis, akuntabilitas professional dan jenis tanggugjawab

hukum.°

D. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalan tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh
aktivitas dan kinerja pekerjaannya di hadapan masyarakat. Dalam konteks
organisasi pemerintah sendiri, akuntabilitas public melibatkan penyediaan
informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Tujuan utama akuntabilitas publik adalah memberikan
informasi  kepada masyarakat dan pemengku kepentingan lainnya.'
Akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik
mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :’
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and
legality).
Akuntabilitas hukum dan kejujuran mengacu pada tanggungjawab
entitas publik untuk melakaukan pekerjaanya dengan jujur dan mematuhi

hukum yang berlaku.

15 Mikael Edowai dan Herminawaty Abubakar Miah Said, h. 21-22

16 Regina Febriani, Enos Paselle, Hariati, Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan
Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Di Kecamatan Samarinda Ilir Di Kecamatan
Samarinda, “Journal Administrasi Negara”, Vol, 7, No, 3, 2019. h. 9. https://portal.fisip-
unmul.ac.id/site/?p=9073

17 Fikri Habibi, Arif Nugroho, Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam
Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang, “Jurnal Ilmu Administrasi
Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi” , Vol, 17, No, 2, 2018. h. 8.
DOI:10.31113/jia.v15i2.161




26

2. Akuntabilitas Manajpublik uerial (managerial accountability).

Akuntabilitas manajerial adalah tanggungjawab lembaga public
untuk mengelola organisasi secara efektif dan efesien.®

3. Akuntabilitas Program (program accountability).

Merupakan tanggungjawab program u tuk menetukan apakah
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dengan kata lain
akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi harus
merupakan program berkualitas yang mendukung strategi dan mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi.'®

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan tanggungjawab lembaga
publik atas kebijakan yang diambil. Intitusi publik harus mampu
melaporkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan
dampaknya di masa depan. Dalam merumuskan suatu kebijakan harus
memepertimbangkan tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan
tersebut dilaksanakan, siapa yang menjadi sasarannya, pemangku
kepentingan (stakeholders) mana yang akan terkena dampaknya dan

menikmati manfaat serta dampak (negatif) dari kebijakan tersebut.?

18 Budiarto, Pengujian Struktural Pada Komitmen Manajemen Transparansi Dan
Akuntabilitas Pemerintah Daerah, “Jurnal Akuntansi Dan Bisnis”, Vol 20, No 1, 2020. h. 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v20i1.508

19 Budiarto, h. 7

20 Dimas Aufa Moerrin, Hero Priono, Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi
terhadap kinerja pegawai,” JurnalllmiahAkuntansi dan Keuangan” Vol, 4, No, 11, 2022. h. 5.
https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue
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5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability).

Akuntabilitas keuangan merupakan tanggungjawab lembaga publik
untuk menggunakan uang rakyat (money public) secara ekonomi, efisien
dan efektif, tanpa pemborosa, kebocoran modal atau korupsi. Akuntabilitas
finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas
financial penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi

perhatian utama masyarakat.?!

E. Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku
pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam
memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Untuk menyediakan kontrol publik demokratis
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).??

2L Berlian Afriansyah, Meriana, Paddery, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong), “Jurnal Akuntansi”, Vol 8, No, 2, 2020. h. 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065

22 Beveola Kusumasari, Septiani Dwi Putriani, Enda Layuk, “dkuntabilitas” Modul
Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2015, h.9
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F. Transparansi

Transparansi secara harafiah berarti jelas, terlihat. Dengan
demikian transparansi adalah keterbukaan dalam mmenjalankan suatu proses
operasional.?® Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk
mencapai penerapan tata kelola yang baik (Good Public administrasion) dan
juga untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance). Dengan memastikan transparansi transparansi dalam setiap
kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi atau bisnis,
maka keadilan akan ditegakkan.?*

Mardiasmo mengatak adalah suatu cara pengelolaan urusan publik.
Sementara itu Rewansyah mengatakan Governance mengacu pada proses,
khususnya proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang
tidak hanya partisifatif negara, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan
yang ada, termasuk dunia usaha. dan masyarakat sipil.>

Transparansi pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan
pemerintah untuk memudahkan akses penuh terhadap informasi yang factual
dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat dipahami sebagai tindakan

membuat suatu permasalahan menjadi jelas dan dapat dipahami oleh

2 Arifin Tahir, Kejakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Peme rintah
Daerah,( Bandung : Alfabeta, 2019). h. 109.
2 4 M.Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008). h. 87
%5 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2018).
h. 56
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masyarakat serta dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi
permasalahan yang terjadi. 2°

Menurut  Abidin, transparansi adalah informasi mengenai
organisasi yang mudah, bebas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang
terkena dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh organisasi tersebut.
Selain itu, terdapat informasi yang cukup relevan dengan kegiatan organisasi
dan di sajikan dalam bentuk atau media yang mudah di pahami. Hal ini juga
sejalan dengan pandangan Hermawan bahwa transparansi dikaitkan dengan
informasi yang terbuka dan dapat di akses oleh semua orang.?’

Menurut Ratmin, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan secara utuh dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.?®
Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Proses dan informasi
dapat diterima langsung oleh pihak-pihak yang memerlukannya.?

Konsep transparansi mengacu pada situasi dimana seluruh aspek
dari proses pemberian layanan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah

dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika seluruh

% Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan keuamgan dana desa ( Studi kasus candirejo kecamatan pringapus kabupaten
semarang), *“ Jurnal llmiah Edounimika”, Vol 3, No 2, 2019, h. 6
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595

27 Daniel Aditya, Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Responsibilitas
Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru, “Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika
Pendidikan «, Vol, IX, No, 2, 2014, h. 107.

DOI: https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886

%8 Ristya Dwi Anggraini, Transparansi, partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan
Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN pacar keling VII, “Jurnal Ekonomi”, Vol, 1,
No 2, 2013, h.4.

2 Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia Di Indonesia Yuridika, “Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia”, Vol, 28, No, 2, 2013, h. 11. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10171
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aspek proses pemberi layanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang
diperlukan, metode layanan, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna
layanan, trsedia untuk umum sehingga masayarakat mudah mengakses dan
memahaminya, maka penyediaan layananan ini dapat dianggap transparans.
Di sisi lain, jika sebagian atau seluruh aspek proses penyedia layaanan tertutup
dan informasi sulit diperolen oleh pengguna dan pemangku kepentingan
lainnya, maka penyedia layananan tidak mematuhi persyaratan aturan
transparansi.°

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah desa
berkewajiban memberikan informasi terkait keuangan desa dan informasi
lainnya yang di gunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan
keputusan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya kejelasan atau
keterbukaan, tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia,
segala urusan maupun proses kerja dan perencanaan serta pelaksanaannya
harus dapat di pertanggungjawabkan dan di ketahui oleh masyarakat.
Transparansi sangat di butuhkan untuk setiap lembaga publik manapun yang
memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi
dapat dipahami sebagai bentuk tindakan kontrol yang dilakukan dalam setiap

tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

0 Karjuni , Jurnal Demokrasi, “Transparansi  dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Publik”, Vol,8 , No, 1, 2009, h. 47.
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G. Transparansi Dalam Persepektif Islam

Transparansi dalam persepektif islam adalah:3!

1.  Pemberian informasi harus disampaikan secara adil kepada semua
pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

2. Lembaga atau organisasi yang terbuka untuk semua pihak. Semua
informasi faktual mengenai bisnis, termasuk informasi keuangan
harus tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan informasi
tersebut.

3. Keterbukaan informasi juga harus lengkap, akurat, dan jujur.

Konsep transparansi dalam ajaran islam berkaitan dengan sifat
wajib Allah SWT, yaitu shiddig. Shiddiq artinya baik. Dalam konsep
transparansi, makna shiddiq adalah penyampaian informasi yang
akurat dan benar kepada pihak-pihak terkait. Sebagaimana firman

Allah SWT di dalam Al-Quran surat AlAhzab ayat 70:3
Z 9 /,‘ \/, /, .
MR PNk FAREN

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada
Allah dan katakanlah perkataan yang benar”,

Ayat diatas mengandung arti bahwa harus selalu berkata jujur.

Antara apa yang diniatkan dan diucapkan harus selaras. Dan harus

31 Riki Soleman, Transparansi penyaluran dana UMKM bumdes (Analisis Manjemen
Syariah), “Jurnal Al Iqtishad”, Vol, 18, No, 2, 2022. h. 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v18i2.18163

32 Tafsirq,https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-70,diakses 1 juli 2023, pukul 15.00.
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dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dengan demikian
pihak BUMDes harus menyampaikan informasi kepada masyarakat
secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Karena dengan adanya kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dengan pihak BUMDes.

Nilai transparansi ini dituntut harus menanamkan nilai
kejujuran. Kejujuran dalam memberikan informasi kepada pihak
terkait. Sehubungan dengan nilai kejujuran dalam hadits Al-Ustadz
Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas juga perkataan jujur. Dalam haditsnya

berbunyi:
U ) ) ) g e Sga i
,\)L‘_-:;"u;,.wd)'ail;ub_':,\.L.'j«t.‘_..l‘cwlvhaahlj'}:.“}\i
_,'.7_ oyl ......L‘. L I&:&OL‘. ci-:l‘pj l.\! .J;Y' 5;5;.”

Dari ‘Abdullah bin Mas’id Radhiyallahu anhuma, ia berkata:
“Rasilullah  Shallallahu  ‘alaihi wa sallam  bersabda,
‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran
membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan
seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur
dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai
orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta,
karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan
kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika
seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka
akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong).’”

33 Almanhaj, https://almanhaj.or.id/12601, diakses pada 1 juli 2023, pukul 15.30
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Berdasarkan hadits diatas, dapat diketahui bahwa kejujuran
adalah sesuatu yang krusial dilakukan pada setiap aspek kelangsungan
hidup . Salah satunya yaitu dalam transparansi. Dalam menerapkan prinsip
transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran. Kejujuran dalam
menyampaikan informasi yang diperlukan oleh pihak terkait. Karena
adanya kejujuran dapat menumbuhkan keyakinan atau kepercayaan antara
pihak yang memberikan informasi dengan pihak yang membutuhkan

informasi.3*

H. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten, indikator transparansi model pengukuran
kinerja good governance dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:
1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu cara

yang dilakukan untuk menjamin transparansi dan mencegah penipuan
atau penyalahgunaan dana desa. Ketersediaan informasi dan
aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi
baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk gambar atau teks.
2. Memiliki informasi yang jelas dan lengkap sangat penting untuk
diketahui oleh masyarakat, hal ini untuk memberikan informasi secara

jelas dan lengkap tentang keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah

34 Almanhaj, https://almanhaj.or.id/12601, diakses pada 1 Juli 2023, pukul 15.30.

35 Umi purwanti, Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Melilian Kecamatan
Gekumbang Kabupaten Muara Enim, “Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan” Vol. 3, No,
2,2021, h. 8.

DOI: https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35
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desa harus memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada
masyarakat mengenai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan
atau sudah di laksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan
informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang
sedang dilaksanakan. Masyarakat dan aparat pemerintah juga berhak
mengetahui kemajuan pengelolaan dana desa dengan memantau
kemajuan pembangunan desa.

. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 undang-
undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang
mengatur bahwa otoritas Badan publik wajib memberikan informasi
publik yang akurat, benar dan tidak menimbulkan kebingungan.
Seluruh masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan mendalam
tentang proses pengelolaan dana desa.

Kerangka hukum yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana
desa, sebagian besar diatur dalam peraturan pemerintah No 60 Tahun
2014, yang secara jelas menyetakan prosedur pengeloaan yang
ditetapkan selaian peraturan dan tanggungjawab, pemerintah juga
harus menyiapkan laporan anggaran rinci dengan dokumen pendukung
yang dibuat untuk setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan

dengan dokumen tersebut.
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1. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam segala tindakan

dan siap menerima kritik dan komentar yang dapat diatribusikan dan dapat

dipastikan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan

karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut:%

1.

Informativeness (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi,
berita, prosedur, data, fakta, dan penjelasan mekanisme kepada pihak-
pihak terkait, memerlukan informasi yang jelas dan akurat berdasarkan
fakta.

Openess (Keterbukaan) merupakan hak yang harus dimiliki oleh
pihak-pihak terkait dalam mengakses informasi..

Disclosure (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
pengungkapan wajib artinya segala sesuatu yang telah menjadi
kewajiban berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan
otoritas pengawasan. Pada saat yang sama pengungkapan informasi
sukarela dilakukan secara sukarela di luar cakupan persyaratan
perusahaan, standar akutansi, dan peraturan lembaga pengawas.

Jika melihat ciri-ciri di atas transparansi merupakan prinsip

keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat akses yang lebih luas dan

mudah terhadap informasi dan data keuamgam yamg akurat. Oleh karena itu

transparansi merupakan aspek alamiah dalam penyelenggaraan pemirintah

3 Aprilia Puspasari, Prinsip-Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas,
“Jurnal Perspektif”, Vol, 17, No, 2, 2019, h. 10.
DOI: https://doi.org/10.31294/jp.v17i2.6482
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dan penting dalam pengelolaan dan desa. Sehingga masyarakat mempunyai
hak untuk leluasa mengakses informasi mulai dari perencanaan hingga hasil

yang telah dicapai.®’

J. Prinsip-Prinsip Transparansi

Untuk mencapai transparansi, prinsip-prinsip tertentu tentu saja
harus dihormati. Forum kemanusiaan Indonesia secara jelas menyebutkan
enam prinsip transparansi yaitu: .

1. Terdapat informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai
pembiayaan, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan dan jenis dukungan
atau program.

2. Terdapat informasi yang dipublikasikan dan sarana untuk mengakses
informasi mengenai proses bisnis dan rincian keuangan.

3. Terdapat laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai
penggunaan sumber daya alam dalam bentuk pembangunan proyek yang
dapat diakses oleh publik.

4. Adanya laporan tahunan dikeluarkan mengenai keadaan keuangan desa

dan pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen dan bukti.

37 Diatul Fajri, Rizal Rizal, Nofrivul Nofrivul, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan
Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A’yun Batusangkar,”
Jurnal Akuntansi Syariah”, Vol, 1, No, 1, 2021. h. 9

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733

% Taufiqul Musyifik Arromzi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Dana Desa Batu Putih Laok Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep”,
Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember, 2022), h. 47.



http://dx.doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733

37

5. Adanya website atau media yang digunakan untuk mempublikasikan

kegiatan yang dilakukan di organisasi desa.

6. Ada instruksi untuk menyebarkan informasi.

K. BUMDes

BUMDes sebagai organisasi berbentuk badan hukum yang

menaungi berbagai unit usaha desa mempunyai peranan penting dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran berasal dari kata role

yang mempunyai arti yaitu seperangkat tingkat harapan yang dimiliki oleh

anggota masyarakat. Sedangkan peran merupakan bagian dari tugas pokok

yang harus diselesaikan.3®

1. Tujuan Bumdes

a.

b.

Meningkatkan pendapatan.

Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Memaksimalkan potensi sumber daya, menjadi alat keseimbangan
Alam  melayani  kebutuhan  masyarakat mengembangkan

perekonomian desa.

2. Fungsi BUMDes

Fungsi BUMDes berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BUMDes yaitu:

a.

Merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dengan cara mengelola potensi desa

39 Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), 1989.
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain sebagai
salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.

b. Sebagai organisasi sosial, ia harus  membela kepentingan
masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam pemberian
pelayanan sosial.

C. Menjadi organisasi bisnis yang membuka ruang yang lebih luas
bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan atau dengan
kata lain membuka lapangan Kkerja dan  mengurangi

pengangguran.*

40 Ahmad Mustanir,, et al, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
(Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). h. 40-42
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GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Tanjung Raya

Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semende Darat Tengah,
Kabupaten Muara Enim merupakan desa yang telah memiliki Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) dan telah beroperasi selama 3 tahun. Diketahui dasar
pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah peraturan daerah No
60 tahun 2017 Kabupaten Muara Enim tentang pedoman pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Muara Enim dan hasil
musyawarah Desa Tanjung Raya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret
2020 bertempat dikantor Kepala Desa. Desa Tanjung Raya, Kecamatan
Kecamatan Semende Darat Tengah,unit usaha milik desa Tanjung Raya ini
didirikan pada tanggal 8 Maret 2020 dengan modal sebesar Rp.20.000.000.1

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan
kebutuhan masyarakat setempat dan bertujuan untuk memperkuat
perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUMDes adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan
didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes, menurut
undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didirikan

antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

! Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30
Wib.
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Sebagai lembaga perekonomian yang beroperasi dipedesaan. BUMDes harus
berbeda dengan lembaga perekonomian pada umumnya. Tujuannya agar
keberadaan aktivitas BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata terhadap
peningkatan kesejahteraan warga desa.?

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan dengan
tujuanmenjadi badan usaha desa, untuk mendorong/mendukung segala
kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang
dikembangkan menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan

pekonomi yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

B. Tujuan Berdirnya BUMDES Desa Tanjung Raya

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa

2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif
(kewirausahaan) bagi masyarakat Desa yang berpendapatan rendah.

3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan antar desa

5. Meningkatkan pendapatan sumber-sumber desa dan memberikan

pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

2 Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
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6. Meningkatkan peluang usaha untuk mengurangi pengangguran dan
membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin.

7. Merupakan pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan
ekonomi masyarakat desa.’

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
adalah merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi desa yang efektif dan
dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, partisipasi, liberasi,
transparansi, tanggungjawab dan keberlanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya serius untuk memastikan pengelolaan unit-unit usaha
tersebut efesien, efektif, professional, dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara
memenuhi kebutuhan (produksi dan konsumsi) masyarakat melalui
pelayanan jasa distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat
dan perangkat desa secara fisik. Upaya tersebut dilakukan agar tuntutan
tersebut tidak membebani masyarakat. Karena BUMDes akan menjadi
badan usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan
perekonomian desa. Undang-undang mengatur bahwa BUMDes dapat

dibentuk tergantung kebutuhan dan potensi desa. 4

3 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.
4 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.
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C. Program-Program BUMDes Desa Tanjung Raya

=

w

e

Program koperasi desa
Pasar Desa
Program Air Bersih

Program tabung gas elpiji

D. Visi Misi BUMDes Desa Tanjung Raya

1. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan

UMKM

2. Misi

. Mengembangkan dana desa untuk menjadi motor penggerak untuk

memajukan kegiatan perekonomian masyarakat desa

. Meningkatakan kesejahteraan masyarakat desa antara lain

melibatkan masyarakat dalam aktivitas unit usaha BUMDes melalui

kerjasama usaha.

. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa

berkat kegiatan BUMDes

. Mengelola dan melaksanakan program desa dalam bentuk dana

bergulir, bergulir khususnya dalam rangka pengembangan usaha
ekonomi pelaksanaan untuk mewujudkan masyarakat yang

sejahtera.
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E. Landasan hukum bumdes

Pendirian Badan Usaha Desa (BUMDes) didasarkan pada undang-
undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 72 tahun
2005 tentang Desa. Secara rinci, dua landasan hukum Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) adalah.®

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213
ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

b. PP no. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
Pasal 78

1) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa,
perangkat desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2) Pendirian badan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan peundang-undangan.

3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempunyai status hukum.

5 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Buku Panduan dan Pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES), Jakarta: PP-RDN, 2007, h. 9
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Pasal 79

1) Badan usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) adalah badan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah
desa.

2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

a) Pemerintah desa.

b) Tabungan masyarakat.

c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah
Kabupaten/Kota.

d) Pinjaman dan/atau e€) Penyertaan modal pihak lain atau
kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari
Pemerintah Desa dan msyarakat.

Pasal 80

1) Badan usaha desa diperbolehkan memberika pinjaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1) Peraturan lain yang berkaitan dengan tata cara pendirian dan
pengurusan badan usaha tingkat desa diatur dengan peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.
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2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Bentuk badan hukum.
Kepengurusan.

Hak dan kewajiban.

Permodalan.

Bagi hasil usaha atau keuntungan.
Kerjsama dengan pihak ketiga.

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
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F. Struktur Bumdes Desa Tanjung Raya

Struktur organisasi BUMDes Desa Tanjung Raya sebagai berikut:

Gambar 1.1

Komisaris
Efrizal
ketua
Lukman

Sekretaris Bendahara
Ronal Sasnila
[ | | | — lG'I' |
Tenda Kursi Air Bersih Pasar Desa Simpan Pinjam esg]adil Ing Tong Gas
Aspa Sukrin Karnawan Nuzul Nazwar Sapriadi
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tentang, “Akuntabilitas dan
Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat
Tengah”, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mencoba untuk menggali
informasi bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi di BUMDes Desa
Tanjung Raya, dan juga untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang
ada pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan yang terkait.
Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka peneliti menetapkan
jumlah informan berdasarkan keriteria-keriteria tertentu yaitu informan yang
memiliki jabatan sebagai komisaris, ketua , dan bendahara Pada BUMDes
Desa Tanjung Raya dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Dan juga dari
6 pihak internal BUMDes serasan serta masyarakat Desa Tanjung Raya
Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan yaitu:

1. Apakah BUMDes di desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Erizal sebagai
informan yang mana menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah sesuai menurut aturan dan perundang
undangan masalah BUMDes™!

Hal yang sama juga yang di sampaikan oleh informan lainnya yaitu

bapak Lukman dimana bapak Lukman menyampaikan bahwa:

1 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
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“BUMDes yang sudah ada sudah sesuai dengan perundangan
BUMDes yang berlaku?

Sedangkan pendapat dari ibu Sasnila juga menyampaikan hal yang
sama bahwa:

“aturan BUMDes vyang ada di desa tanjung raya sudah sesuai

dengan aturan BUMDes yang berlaku™

Berdasarkan hasil observasi dari wawancara bahwasannya dari
pernyataan 3 responden di atas menunjukan bahwa BUMDes yang berjalan di
Desa Tanjung Raya sudah berjalan dengan peraturan dan undang-undang

tentang BUMDes yang berlaku.

. Apakah setiap transaksi selalu terbuka kepada masyarakat?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“untuk masalah transaksi yang ada di BUMDes Tanjung Raya
tidak bisa terbuka kepada masyarakat karena hal ini sesuai dengan
peraturan yang ada bahwasannya pengguna BUMDes dirahasiakan
jikalau memang diperlukan informasi karena hal mendesak maka
bisa dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ada”*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan lainnya yaitu
bapak Lukman dimana bapak Lukman menyampaikan bahwa:

“Tidak pernah dimana informasi kalau hanya untuk peminjaman

dirahasiakan demi melindungi pengguna BUMDes Serasan, akan

tetapi kalau untuk transaksi mengenai pengeluaran usaha yang
lainnya tetap disampaikan kepada masyarakat™®

2 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

3 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
4 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juili 2023, ,Pukul 09 : 30 WIB
5> Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
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Begitu juga pendapat yang disampaikan dari ibu Sasnila bahwa:
“terbuka kepada masyarakat akan tetapi dengan catatan
disampaikan pada saat musyawarah transaksi-transaksi apa saja
yang dilakukan oleh BUMDes dan juga ada nama-nama yang
dirahasiakan terkait transaksi”
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwasannya dari
pernyataan 3 responden di atas dapat di simpulkan bahwa terkait informasi

transaksi tidak bisa terlalu terbuka kepada masyarakat ada yang dirahasiaka

demi menjaga pengguna BUMdes itu sendiri.

. Apakah pernah ada terjadi penyelewengan dana BUMDes yang dilakukan
pengelola ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Alhamdulillah sampai saat ini dewan pengawas tetap mengawasi
masalah keuangan setiap tahun di awasi per triwulan dan satu
tahun diadakan evaluasi kembali untuk menentukan keuangan
BUMDes dan Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada
penyelewengan sama sekali’®
Sedangkan pendapat yang sampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:
“Tidak pernah karena setiap laporan akhir tahun uang yang di
dapat langsung di setor ke bank. Dan juga dari uang yang didapat
langsung dimasukkan ke dalam rekening BUMDes”’
Pendapat yang juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyampaikan bahwa:

6 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
" Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
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“Tidak pernah karena setiap unit kerja akan langsung menyetorkan
ke saya setiap uang yang di dapat kemudian saya akan langsung
memasukkan ke dalam rekening BUMDes™®

Berdasarkan hasil dari pernyataan 3 responden di atas dapat

disimpulkan bahwa karyawan BUMDes sendiri memegang sifat amanah dan

jujur dalam memegang jabatannya masing-masing sehingga tidak pernah ada

penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola

Bagaimana pelaksanaa usaha BUMDes desa tanjung raya, apakah sudah

berjalan dengan lancar ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau

menuturkan bahwa :

bahwa:;

“halangan dan rintangan pasti ada, akan tetapi seiring dengan
berjalannya waktu alhamdulillah berjalan dengan lancar, sejak
tahun 2020 sampai dengan sekarang usaha BUMDes sudah
maksimal™®

Sedangkan pendapat dari bapak Lukman beliau menyampaikan

“Selama ini BUMDes desa tanjung raya meliputi beberapa bidang
pertama air bersih, tenda kursi, pasar desa mesin giling padi dan
simpan pinjam.itu sudah berjalan dengan lancar’*

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah lancar, meskipun ada pasang surut dalam
menjalankan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Serasan akan
tetapi sampai dengan saat ini usaha yang dikerjakan di berbagai

8 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
% Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
10 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
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bidang sudah berjalan dengan maksimal dan sangat mendongkrak
sekali bagi masyarakat Desa Tanjung Raya”?

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha yang telah di bagi beberapa unit telah
berjalan dengan lancar walaupun dalam menjalankan usaha ada pasang surut
pengelola BUMDes terus berusaha menjalankan dan sekarang dampak sedikit

demi sedikit bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya.

Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan di BUMDes desa tanjung raya ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Manajemen keungan sesuai dengan fungsi masing-masing yang
diatur dalam SK kepengurusan”2

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:

“Uang yang di dapat dari unit kerja langsung disetorkan ke bank,
lalu tidak lupa juga dituliskan di buku kas BUMDes”*®

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyampaikan:

“Alhamdulillah manajemen pengelola BUMDes sudah berjalan
dengan baik, dan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing”**

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat

disimpulkan bahwa manajemen pengelola keuangan yang telah dilakukan oleh

11 sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
12 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juili 2023, Pukul 09 : 30 WIB
13 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

14 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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BUMDes Serasan sudah di atur dalam SK kepengurusan masing-masing
sehingga nanti uang yang di dapat langsung dimasukkan ke dalam rekening
BUMDes Serasan supaya tidak ada penyelewengan dan pas proses pelaporan

bisa menunjukan bukti slip penyetoran.

Bagaimana manajemen pengelola BUMDes jika terjadi kesalahan di mata
masyarakat ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Akan dimusyawarakan, dan dapat di evaluasi dan dewan
penasehat menasehati bagi angota-anggota yang Kkira-kira
melakukan kesalahan dan apabila kejadian tersebut terulang
kembali maka akan diberikan sanksi-sanksi yang ada. Dan
musyawarah yang dilakukan ini tidak terjadwal artinya jika
terdapat laporan terjadi kesalahan kami selaku pengurus BUMDes
langsung melakukan penyelesaiannya”®®
Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:
“Kami melakukan musyawarah dan dipecahkan melalui
musyawarah sampai dengan ketemu solusi dari masalah tersebut
dan juga melakukan antisipasi agar kesalahan-kesalahan tidak
terulang kembali”®
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah yang ada,
sehingga nantinya akan muncul solusi untuk memecahkannya.”’

15 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
16 |_Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
17 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden dapat disimpilkan
bahwa manajemen pengelola yang telah dilakukan oleh BUMDes Serasan
sudah terjalin kekompakan dimana jika terjadi kesalahan yang dilakukan akan
berusaha mencari solusi dan berusaha menyelesaikan nya melalui musyawarah

agar nama baik BUMDes Serasan tidak buruk

Bagaimana tahap-tahap program kerja yang dilakukan BUMDes ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“awal mulanya BUMDes ini hanya terdiri dari dua usaha yaitu air
bersih dan tong gas saja, air bersih disalurkan kepada penduduk
yang tidak menggunakan sumur.”8
Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman
beliau menyampaikan bahwa:
“Masalah program kerja BUMDes setiap tahun itu ada khusus dana
BUMDes melalui dana desa, kepala desa menyalurkan ke
BUMDes supaya unit kerja bisa membuat usaha yang baru lagi”*°
Hal yang disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan

bahwa:;

“Tahap-tahap program kerja BUMDes sesuai dengan unit kerjanya
masing-masing”?°

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan

bahwa seluruh program kerja yang dilakukan BUMDes Serasan sudah ada

18 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
19 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
20 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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dana yang turun dari atas dan akan dikelola untuk program kerja yang ada

pada BUMDes Serasan yang disesuaikan oleh unit kerjanya masing-masing.

. Apakah kualitas kinerja karyawan keungan BUMDes meningkat setiap
tahunnya ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa :
“Tetap di evaluasi setelah di evaluasi peningkatan-peningkatan
untuk anggota BUMDes Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada
peningkatan baik SDM, administrasi, dan juga pelaporan-pelaporan
yang lain”%!
Sedangkan pendapat yang di sampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah sedikit-sedikit ada peningkatan, termasuk juga
penghasilan”?

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyampaikan bahwa:

"Alhamdulillah ada peningkatan di setiap tahunnya, baik SDM dan
juga yang lainnya”?®

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa kinerja karyawan BUMDes Serasan baik dalam SDM,
administrasi dan juga yang lainnya sudah ada peningkatan meskipun tidak
secara signifikan dan cepat akan tetapi dampak dari peningkatan kinerja

menunjukan kemajuan BUMDes yang ada di Desa Tanjung Raya itu sendiri.

2L Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
22 |_ukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
23 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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9. Apakah program yang dijalankan BUMDes berpengaruh kepada masyarakat
desa tanjung raya ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Sangat berpengaruh sekali, karena sangat membantu bagi
masyarakat”?*

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:

“Sangat berpengaruh sekali, karena sangat membantu bagi
masyarakat”?°

Hal yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan
bahwa:

“Sangat berpengaruh, dan alahamdulillah bisa membantu
masyarakat™?®

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan BUMDes Serasan
sudah berpengaruh kepada masyarakat dan juga bisa membantu masyarakat

yang ada di Desa Tanjung Raya.

24 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
%5 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
2 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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10. Bagaimana langkah BUMDes ketika mengalami kesulitan dalam proses
pelaporan di BUMDes desa tanjung raya ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Kami ada pendampingan dan terus bertanya kepada pendamping-
pendamping desa apabila ada kendala-kendala masalah
pelaporan”?’
Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman
beliau menyampaikan bahwa:
“Kami melalui musyawarah nanti dikumpulkan terutama dari
perangkat desa mungkin ada masukan-masukan Kita pecahkan
bersama dan bisa memunculkan hasil yang terbaik”?
Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyampaikan bahwa:

“Kami diawasi oleh dewan pengawas supaya nanti jika ada
kesulitan dapat bertanya dengan dewan pengawas”?°

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa karyawan BUMDes Serasan setiap melakukan proses
pelaporan keuangan akan menghadirkan perangkat desa dan juga pendamping
yang nantinya jika terjadi kesalahan dan kesulitan bisa langsung bertanya
kepada pendamping dan juga perangkat desa sehingga laporan keuangan nanti

bisa terselesaikan dengan baik.

27 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
28 |_ukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
29 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
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11. Bagaiamana mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes desa

tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Mekanisme pertanggungjawaban kepada kepala desa, ini setaip

tiga bulan sekali kepala desa memanggil masalah keungan dan satu

tahun pelaporan tahunan di monitor kinerja bagi unit kerja

BUMDes masing-masing”*°

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:

“Pertama kami melaporkan dulu ke komisaris direspon oleh

komisaris silahkan di laporkan dan kami hadirkan masyarakat, sifat

BUMDes adalah badan usaha milik desa jadi masyarakat harus

mengetahui masalah BUMDes ini”3!

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan
bahwa:

“laporan pertanggungjawaban kami serahkan dulu ke komisaris

untuk diperiksa supaya apabila terjadi kekurangan bisa kami

perbaiki sebelum menyampaikan kepada masyarakat™32

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban laporan yang telah dilakukan
oleh pengelola BUMDes juga tidak dilaporkan sembarangan ke masyarakat
dimana komisaris akan melihatnya terlebih dahulu sebelum disampaikan

kepada masyarakat. Agar informasi yang disampaikan tidak mengada ada

yang nanti dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

%0 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
31 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
32 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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Pendapat berbeda yang disampaikan oleh bapak Apriadi selaku kadus

dusun 4 beliau menyatakan:

“Kami sama sekali tidak tahu mengetahui ~mekanisme
pertanggungjawaban keuangan pengelola BUMdes karena pada saat
laporan keuangan di buat kami tidak di undang dan laporan itu di buat oleh
pengelola BUMDes sendiri”

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh bapak munhar selaku

kadus dusun 1 beliau menyatakan:

“Kalo masalah pertanggungjawaban keuangan kami kurang
mengetahui karena yang menyusun laporan dari pengelola BUMDes itu
sendiri”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak handri selaku kadus 2 beliau

mengatakan bahwa:

“Saya sih kurang paham tentang mekanisme pertanggungjawaban
yang ada pada BUMDes karena kami tidak di undang pada saat
penyusunan laporan keuangan itulah sebab nya yang mengetahui adalah
pengelola bumdes sendiri”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Desi selaku kadus dusun 3 beliau

mengatakan bahwa:

“memang benar kami memang tidak mengetahui alur
pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes karena kami di undang
hanya pada saat musyawarah hasil kerja saja kalau dalam hal penyusunan
kami tidak di undang”

Pendapat dari ibu Patri selaku RT 1 Desa Tanjung Raya juga mengatakan bahwa:

“Pertanggujawaban laporan BUMDes kan mereka sendiri yang buat
jadi hanya mereka yang tau mekanisme pertanggungjawaban keuangan
BUMDes”
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Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu disma selaku RT 2 beliau

menyatakan:

“alur keuangan BUMDes kan pengelola yang menyusunnya jadi
kami kurang mengetahui soal itu, kami hanya hadir pada saat rapat
tahunan saja”

Berdasarkan pendapat dari keenam informan di atas dapat disimpulkan
bahwa yang mengetahui tentang keuangan BUMDes hanya pegelola saja itu bisa
dilihat dari wawancara di atas kalau mereka tidak di undang dalam hal penyusuan

laporan keuangan akan tetapi hadir pada saat rapat tahunan saja.

12. Apakah BUMDes melakukan pelaporan keuangan secara rutin ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Setiap per triwulan, artinya per 3 bulan BUMDes melapor
masalah keuangan yang ada di BUMDes” %

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:

“Kami melakukan pelaporan rutin satu tahun sekali dan
pengecekan setiap triwulan”*

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan
bahwa:
“Ya kami melaporkan setiap triwulan dan kemudian nanti

disampaikan kepada masyarakat pada musyawarah tahunan akan
tetapi setiap tiga bulan akan ada pengecekan dari komisaris”*

33 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
3 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
% Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa pihak pengelola akan membuat laporan setiap 3 bulan
sekali yang dimana komisaris akan mengecek nantinya, ini bisa dikatakan jika
terjadi penyelewengan atau kesalahan akan langsung diketahui dan segera di

ambil tindakan.

Bagaimana tahap pengelolaan keungan BUMDes desa tanjung raya ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Pengelolaan keuangan BUMDes untuk desa tanjung raya unit
kerja ini memberikan transfer uang ke rekening direktur
BUMDes%
Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyapaikan bahwa:

“Setiap unit kerja masing-masing nantinya akan langsung nyetor
langsung ke bank”*’

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh ibu sasnila beliau
menyatakan bahwa:

“Tahap pengelolaan keuangan BUMDes desa tanjung raya setiap

uang yang di dapat dari usaha langsung di masukkan ke rekening

BUMDes38

Berdasarkan hasil dari 3 responden di atas dapat disimpulkan

bahwa tahap pegelolan keuangan yang ada di BUMDes Serasan setiap uang

akan langsung di masukkan ke dalam rekening sehingga nantinya pengelola

% Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
37 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
3 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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tinggal melaporkan hasil yang di dapat saja agar tidak ada unsur kekhilafan

yang dilakukan pengelola.

Siapa yang mengontrol penerimaan dan pengeluaran dalam kegiatan BUMDes
desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Yang mengontrol penerimaan dan pengeluaran Ketua, Pengawas
dan Bendahara”®

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyampaikan bahwa:

“Tentunya Ketua, pengawas dan bendahara yang mengontrolnya,

Juga setiap tahunnya kan Dana dari APBDes itu selalu keluar

untuk bisa menjalankan program-program kami kedepannya’*°

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menypaikan bahwa:

“Dewan pengawas, ketua dan bendahara*

Berdasarkan hasil dari 3 responden di atas dapat disimpulkan
bahwa pihak petinggi dari BUMDes sendiri sangat mengawasi setiap kegiatan

yang ada di BUMDes Serasan agar tidak ada penyimpangan yang dapat

merugikan orang banyak.

%9 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
40 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
41 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB



62

15. Bagaimana cara BUMDes desa tanjung raya memberikan informasi kepada

masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Setiap hari jumat, pada sebelum sholat jumat disampaikan

pengumuman bahwasannya akan di adakan rapat tahunan kepada

masyarakat masalah keungan, kinerja dan unit-unit kerja yang da di

BUMDes” 42

Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman
beliau menyatakan bahwa:

“Kita melalui sholat jumat dan di undang ke pertemuan nanti di

kasih informasi kepada masyarakat, tapi pada saat pengumuman

tentang akan diadakannya informasi keuangan dan masyarakat

yang di undang hanya perwakilan saja, seperti perangkat Desa dan

RT "®

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyatakan bahwa:

“Setiap hari jumat disampaikan kepada masyarakat untuk

penyampaian pengumuman akan diadakannya pelaporan keuangan

BUMDes.”*

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan pihak BUMDes kurang
efektif di mana masyarakat yang tau hanya yang datang pas sholat jum’at saja

dan yang diundang hanya perwakilan sehingga masyarakat kurang mengetahui

informasi keuangan BUMDes Serasan.

42 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
4 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
4 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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16. Apakah informasi keuangan yang di sampaikan kepada masyarakat sudah
sesuai dengan fakta ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Alhamdulillah sesuai dengan fakta, karena ini menyangkut
masalah  keuangan  pertanggungjawabannya  sangat  di
pertanggungjawabkan dan sangat trasnparan sekali kepada
masyarakat™*
Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyatakan bahwa:
“Kami melaporkan keuangan yang di sampaikan kepada
masyarakat sangat transparan sekali jadi sesuai dengan fakta yang
ada”
Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyatakan bahwa:
“Sudah sesuai dengan fakta yang ada, karena informasi keuangan
sangat sensitif sekali jadi kami menyampaikan sesuai dengan
fakta”4’
Berdasarkan pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan
bahwa BUMDes Serasan sangat mempertanggungjawabkan sekali tentang

informasi keuangan yang disampaikan yang di mana uang adalah sesuatu yang

sensitif jadi harus disampaikan secara jelas dan nyata.

4 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juili 2023, Pukul 09 : 30 WIB
4 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
47 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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17. Media apa saja yang digunakan pengelola BUMDes untuk menyampaikan
informasi kepada masyarakat ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Satu media elektro seperti whatsap juga media-media yang lain
seperti tayangan-tayangan iklan sejenis spanduk da nada juga buku
uang masuk dan uang keluar"4®
Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyatakan bahwa:

“Melalui media wahtsap dan langsung menyampaikan kepada
masyarakat melalui musyawarah terbuka’*°

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyatakan bahwa:

“Media elektronik seperti whatsap spanduk dan lain-lain”°

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh 3 responden di atas
dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDes Serasan menyempaikan
informasi menggunakan sosial media dan juga lewat iklan sperti spanduk hal
ini akan memudakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang ada di
BUMDes Tanjung Raya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sarah selaku

masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

(13

48 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juili 2023, Pukul 09 : 30 WIB
4% Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
%0 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB



65

18. Apakah informasi yang ada pada BUMDes mudah di akses masyarakat ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau

menuturkan bahwa:

“karena kami menyampaikan langsung kepada masyarakat tidak
melalui jaringan internet atau website tapi apabila masyarakat
imgim menyampaikan informasi kami tetap disampaikan ke kantor
melalui prosedur yang ada’*!

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyatakan bahwa:

“kami menyampaikan tidak secara online atau melalui halaman
resmi website BUMDes, karena belum ada halaman website akan
tetapi jika masyarakat ingin mengetahui maka bisa langsung datang
ke tempat BUMDes kami.””®2

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Sangat mudah, masyarakat sudah mengetahui tentang unit-unit
kerja masing-masing yang ada pada BUMDes Serasan dan untuk
iformasi hanya disampaikan jika ada keperluan mendesak saja”>?

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa informasi tidak sembarang informasi disampaikan kepada

masyarakat akan tetapi jika masyarakat ingin menfgetahui maka dapat datang

51 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
52 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
53 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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langsung ke kantor BUMDes untuk memperoleh informasi dengan prosedur

yang ada

Apakah laporan keuangan yang disajikan BUMDes desa tanjung raya mudah

di pahami masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau

menuturkan bahwa:

“Tidak seluruhya paham, tetapi Alhamdulillah dengan adanya
penyampaian-penyampaian dari BUMDes masyarakat sedikt-
sedikit lebih paham dan sudah tau masalah keuangan BUMDes>*

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyatakan bahwa:

“yang datang biasanya cuma perwakilan mungkin ada yang paham
dan juga ada juga yang tidak, akan tetapi sedikit-sedikit masyarakat
tau tentang laporan keuangan BUMDes Tanjung Raya’>®

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Tidak semuanya akan tetapi ada juga masyarakat yang mengerti
dan paham’>®

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat tau tentang laporan keuangan

yang disajikan oleh BUMDes akan tetapi masyarakat yang tau sedikit-sedikit

5 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
55 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
% Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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menjelaskan kepada masyarakat yang kurang mengerti sehingga dapat

memahami.

Berdasarkan pendapat dari bapak Apriadi selaku kadus dusun 4

beliau mengatakan:

“Informasi keuangan yang disampaikan kepada kami alhamdulillah
kami paham dan juga tidak terlalu bertele tele, dan perwakilan yang lain
saya rasa juga paham akan hal itu”>’

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Munhar selaku kadus

dusun 1 beliau mengatakan:

“ kami paham betul dari informasi yang telah disampaikan dan
juga dari kawan-kawan yang lain juga begitu akan tetapi kan yang di
undang ini hanya sebagian masyarakat saja jadi informasi tidak
menyeluruh tau, kemudian memang masyarakat yang niat saja mau nanya
ke perwakilan apa hasil dari rapat tahuan BUMDes"*®

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Desi selaku kadus dusun
3 beliau menyatakan:
“informasi yang kami terima dari pengelola BUMDes

alahmdulillah kami paham akan tetapi kan ini yang di undang hanya
perwakilan jadi hanya sebatas kami saja yang tau”°

57 Apridi Kadus 4 , Wawancara, tanggal 23 November 2023, Pukul 10 : 30 WIB
%8 Munhar Kadus 1 , Wawancara, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 00 WIB
59 Desi Kadus 3 , Wawancara, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 20 WIB
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Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Handri selaku kadus

dusun 2 beliau menyatakan:

“Kami paham tentang keuangan yang disampaikan oleh pengelola
dan juga bagi masyarakat ingin mengetahui bisa bertanya kepada kami tentang
informasi mengenai rapat tahunan BUMDes Serasan”®

Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan informan diatas dapat
disimpulkan bahwa pengelola BUMDes masih kurang transparan mengenai
informasi yang ada ini bisa di lihat dari hasil wawancara di atas bahwa hanya
pengelola dan perangkat desa saja yang tau tentang keuangan BUMDes

Serasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu sarah selaku

masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

“Kami tidak paham dengan keuangan yang ada pada BUMDes
Serasan Desa Tanjung Raya yang kami tau hanya membeli barang dan
kebutuhan yang perlu saja.”®!

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ramadi selaku

masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

“kami sama sekali tidak paham akan keuangan yang kami paham

cumam membeli barang dan juga kebutuhan yang lain, kalau masalah keuangan

pengelola BUMDes yang tahu

9962

Pendapat dari ibu Sari beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami sama sekali tidak tahu tentang keuangan BUMDes dan juga

yang di undang pada saat rapat ada sebagian masyarakat jadi kami yang tidak

pernah di undang tidak tahu akan keuangan BUMDes

2963

0 Handri Kadus 2 , Wawancara, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 40 WIB
61 Sarah Masyarakat , Wawancara, tanggal 23 November 2023, Pukul 13 : 15 WIB
62 Ramadi Masyarakat , Wawancara, tanggal 24 November 2023, Pukul 12: 15 WIB
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat

tidak tahu tentang keuangan BUMDes serasan karena mereka tidak pernah di

undang dalam rapat tahunan BUMDes Searsan

20. Apakah setiap infornasi keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan

fakta yang ada ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau

menuturkan:

“ini kan tentang keuangan sangat sensitif apabila informasi yang
diberikan tidak sesuai dengan reliata jadi pihak BUMDes
menyampaikannye sesuai dengan fakta yang ada dan masyarakat
mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan” %

Sedangkan pendapat yang juga disampaikan oleh bapak Lukman

beliau menyatakan bahwa:

bahwa:

“Sudah sesuai dengan fakta yang ada, karena ini menyangkut
keuangan jadi kami melaporkan sesuai dengan fakta yang ada”®

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau meyatakan

“Sudah sesuai dengan fakta yang ada”®®

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat

disimpulkan bahwa keuangan yang harus disampaikan secara jelas dan sesuai

dengan fakat supaya dapat memberikan rasa percaya dari masyarakat dan

83 Sari Masyarakat , Wawancara, tanggal 24 November 2023, Pukul 13: 00 WIB
% Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
8 Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
% Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
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untuk mendukung kemajuan BUMDes Serasan itu sendiri. Dan masyarakat
tidak akan mengganggap bahwa keuangan yang dikelola jelas arahnya

kemana.

Apakah pengungkapan keuangan BUMDes desa tanjung raya sudah
berdasarakan standar akuntansi ?
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:
“Alhamdillah sudah sesuai dengan standar akuntansi, karena
masalah keuangan ini menyangkut pembukuan jadi harus rell harus
nyata artinya keuangan BUMDes ini benar-benar dikerjakan oleh
ahli di bidang keuangan”®’
Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyatakan bahwa:
“Sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan di
kerjakan oleh yang ahli dalam bidang keuangan”®®
Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai karena ini menyangkut pembukuan jadi harus sesuai

dengan standar akuntansi”®®

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan laporan kauangan sendiri di
kerjakan oleh yang paham tentang keuangan supaya nanti laporan yang di

buat tidak asal asalan atau tidak jelas.

57 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
6 |_ukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
% Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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22. Pengungkapan apa saja yang pernah dilakukan oleh pengelola BUMDes ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau
menuturkan bahwa:

“Pengungkapan-pengungkapan banyak masalah penambahan
modal perlu di sampaikan perlu di ungkapkan oleh BUMDes sudah
itu masalah perlengkapan-perlengkapan BUMDes di usulkan ke
pemerintah desa melalui BUMdes ini ungkapan-ungkapan untuk
menunjang masalah kemajuan BUMDes yang ada di desa tanung
raya”’®

Sedangkan Pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau
menyatakan bahwa:

“Pengungkapan yang kami sajikan sesuai dengan dana yang ada

atau yang kami pegang termasuk penghasilan dan Pengeluaran

BUMDes”"!

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau
menyatakan bahwa:

“Pengungkapan unit usaha dan laporan keuangan di bidang kerja

masing-masing”’?

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat
disimpulkan bahwa BUMDes Searasan hanya melakukan pengungkapan
tentang dana yang nantinya untuk menambah perlengkapan-perlengkapan
supaya BUMDes dapat bergerak dengan lebih maju kedepannya juga

BUMDes sendiri melakukan pengungkapan tentang pengeluaran dan

penghasilan BUMDes serasan.

0 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juili 2023, Pukul 09 : 30 WIB
"I Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
72 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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23. Pengungkapan keuangan BUMDes dalam 1 periode Kepengurusan berapa kali

disampaikan kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau

menuturkan bahwa:

“Untuk pengungkapan itu hanya satu tahun satu kali karena
masalah keuangan desa ini di APBDes hanya satu tahun APBDes
dan perubahan-perubahannyan”"

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau

menyatakan bahwa:

“Kami hanya melaporkan satu tahun sekali”’*
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau

menyatakan bahwa:

“Menyangkut pengungkapan kami selalu menyampaikan kepada
masyarakat satu tahun sekali karena BUMDes sifatnya tahunan”’®

Berdasarkan hasil dari pernyataan 3 responden di atas dapat
disimpukan bahwa dalam pengungkapan masalah keuangan dan yang lainnya
pihak pengelola hanya menyampaikan setauan sekali ini sudah ada dari

APBDes sendiri

73 Efrizal Komisaris BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB
" Lukman Ketua BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB
75 Sasnila Bendahara BUMDes, Wawancara, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB
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B. Pembahasan

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, serta
beberapa dokumentasi baik berupa fhoto maupun rekaman yang mana sengaja
di ambil oleh peneliti guna untuk mendukung keabsahan serta valid atau
tidaknya sebuah data yang didapatkan oleh peneliti.

Tabel 4.1

Pendapatan BUMDes Serasan

No Tahun Hasil Pendapatan BUMDes
Serasan
1 2020 Rp. 10.000.000
2 2021 Rp. 18.000.000
3 2022 Rp. 23.400.000
Rp. 51.400.000

1. Akuntabilitas Laporan keuangan BUMDes Serasan Desa Tanjung
Raya ?

Akuntabilitas merupakan artinya adalah pertanggungjawaban atau
syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kkeuasaan dan untuk
memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional
yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan

kebijaksanaan tertinggi.”® Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa

6 Hari Susanto, Syaifud Fadhillah, Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, “Jurnal Illmiah”, Vol, 18, No, 1, 2022. h. 8.
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akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seorang manusia sebagai
khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang
telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia
harus mempertanggungjawabkan’’

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas dan
Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende
Darat Tengah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada
beberapa informan maka peneliti menganalisis beberapa dimensi yang
ada pada BUMDes Desa Tanjung Raya:

a. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum Adalah kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan lain yang di syaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas
Kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan
kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi
hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik
organisasi yang sehat.

dari beberapa peneliti temukan dalam lembaga yang telah
dijalankan oleh pengelola BUMDes mereka sudah berjalan sesuai
dengan aturan dan hukum vyang berlaku dan juga mereka
menyampaikan kalau dalam pengelolaan BUMDes Serasan Desa

Tanjung Raya selalu berpegang teguh kepada sifat amanah dan jujur

https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843

282-284,

7 Atep Hendang Waluya, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS Al Bagarah (2) :
“Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, Vol, 12, No, 2, 2020. h. 23.

https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708



https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843
https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708
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baik dalam menjalankan, pelayanan, pelaporan dan juga dalam
menjalankan usaha sehingga mereka percaya bahwa setiap perbuatan

nantinya pasti akan dipertanggungjawabkan baik dan buruknya.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas  manajerial  atau  akuntabilitas  kinerja
(performance akuntability) merupakan pertanggungjawaban untuk
melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan peneliti temukan pengelolaan yang telah
dilakukan oleh BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya sudah efektif
dan juga efisien dimana bisa dilihat dari karyawan BUMDes Serasan
yang selalu melakukan tugas mereka dengan baik dan juga tanpa
adanya kecurangan dalam setiap devisi kerjanya masing-masing.
Sehingga BUMDes Serasan dapat menambah unit kerja yang ada
dalam lembaga mereka. Akan tetapi pihak pengelola masih kurang
terbuka dalam setiap transaksi itu semua demi melindungi konsumen

mereka.

c. Akuntabilitas Program
Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu
dan mendukung strategi dalam pencapaian visi misi dan tujuan
organisasi. Lembaga publik harus memprtanggungjawabkan program

yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.
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Program-program yang telah dijalankan oleh BUMDes serasan
tentunya sudah berdampak bagi masyarakat Desa Tanjung Raya
dimana bisa dilihat dari awal berdirinya BUMDes hanya memiliki
dua program saja yaitu air bersih dan juga tabung gas kemudian
berkembang ke berbagai usaha dari simpan pinjam, mesin giling
padi, tenda kursi, dan juga pasar desa. Ini tentunya sudah sesuai
dengan visi misi yang telah dijalanakan oleh BUMDes Serasan yaitu

membantu masyarakat sehingga kedepannya tidak kesulitan lagi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan
yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang
akan dihadapi di masa depan.

Pihak pengelola BUMDes Serasan selalu mengambil kebijakan
yang nantinya tidak merugikan mereka bagi masyarakat yang sedang
mengalami kesulitan ekonomi bisa dilihat dari kebijakan usaha yang
telah dijalankan yaitu simpan pinjam jika masyarakat belum
sanggunp untuk membayar maka akan diberikan perpanjangan waktu
atau tempo kepada masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari
pelaporan keuangannya jika mereka mengalami masalah keuangan

atau kesulitan dalam pencatatan pembukuan maka mereka
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mengambil  kebijakan melalui musyawarah sehingga dapat

terselesaikan.

e. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial adalah pertanggungjawaban lembaga
publik untuk menggunakan dan publik (public money) secara
ekonomis, efeisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran
dana, serta korupsi.

Dari hasil peneliti temukan dana yang di cairkan APBDes ke
BUMDes setiap tahun selalu ada dan disalurkan kepada pengelola ini
telah diisampaikan oleh Bapak Lukman pada hasil wawancara dari
dana itu bisa dikembangkan ke berbagai usaha. Juga dalam setiap
pecatatan hasil kerja, pengeluaran dan juga pelaporan BUMDes
selalu diawasi olen Dewan pengawas agar dana yang di luncurkan

tidak di maanfaatkan oleh karyawan yang tidak bertanggungjawab.

2. Transparansi BUMdes pada Desa Tanjung Raya ?

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses
kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk
mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Public
Governance atau Good Governance) dan juga untuk menciptakan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan

adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan
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pemerintahan, organisasi atau perusahaan, maka keadilan (fairness) akan
dapat ditumbuhkan.’

Tingkat transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh
pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya tergolong kurang transparan
dimana ini bisa dilihat dari beberapa indikator pertama: keterbukaan
informasi keuangan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
menemukan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Desa
Tanjung Raya hanya diketahui beberapa kriteria tertentu saja yaitu
pengelola dan perangkat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui
tentang informasi keuangan BUMDes Serasan. Indikator kedua yaitu
ketersediaan informasi. Laporan keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya
masih sulit untuk di akses oleh masyarakat. Ini karena akses belum ada
website resmi pada pihak pengelola BUMDes sehingga masyarakat kurang
mengetahui informasi keuangan, juga spanduk yang ditempelkan hanya
ditempatkan pada kantor BUMDes saja sehingga masyarakat yang jauh
tidak terlalu berminat untuk datang langsung untuk mengecek informasi.
Indikator ketiga yaitu kelengkapan informasi pengelola dan pemerintah
desa masih kurang lengkap dan jelas dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang paham tentang informasi

keuangan di BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya.

8 M.Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Bumi
Aksara, 2008,h. 87
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan
Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende
Darat Tengah, dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban yang
dilakukan BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya berdasarkaan beberapa
dimensi yaitu: 1. akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas
manajerial 3. Aluntabilitas program 3. Akuntabilitas kebjakan 5.
Akuntabilitas financial, yang telah dibahas bahwa BUMDes desa tanjung
raya sudah bergerak dan menjalankan segala macam kegiatan dengan
sangat efektif dan efisien dimana dengan adanya BUMDes dapat
membantu masyarakat yang ada di Desa Tanjung Raya dan juga dari setiap
dana yang masuk dan keluar dari usaha dan juga APBDes nantinya akan di
catat dan akan langsung di masukkan kedalam rekening BUMDes Serasan,
pencatatan laporan keuangan yang di buat juga sudah dikerjakan oleh
orang yang mengetahui atau ahli dalam bidang keuangan itu sendiri dan
juga diawasi oleh dewan pengawas dan perangkat desa pada saat proses
pencatatan, fungsi dari dewan pengawas dan juga perangkat nantinya akan
dapat membantu jika terdapat kesulitan atau kejanggalan yang ada pada
laporan keuangan BUMDes Serasan agar nantinya tidak akan ada

kecurangan dan data yang di sampaikan dengan sebenarnya.

79
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2. Tingkat transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola
BUMDes Desa Tanjung Raya tergolong kurang transparan dimana ini
bisa dilihat dari beberapa indikator pertama: keterbukaan informasi
keuangan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan
bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Desa Tanjung Raya
hanya diketahui beberapa kriteria tertentu saja yaitu pengelola dan
perangkat desa. Indikator kedua yaitu ketersediaan informasi. Laporan
keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya masih sulit untuk di akses oleh
masyarakat. Indikator ketiga yaitu kelengkapan informasi pengelola dan
pemerintah desa masih kurang lengkap dan jelas dalam menyampaikan

informasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang
diperoleh, maka ada beberapa hal yang peneliti berikan sebagai saran yaitu

sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

a. Untuk Pihak pengelola BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya agar
dapat membuat media dan juga mengundang seluruh masyarakat untuk
hadir ke musyawarah tahunan nantinya bukan hanya perwakilan supaya

masyarakat tau tentang pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes.
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b. Diharapkan agar pelaporan keuangan akan terus membaik kedepannya
sehingga pihak pengelola BUMDes harus lebih meningkatkan SDM
agar proses pelaporan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dan
kedepannya bisa digantikan dengan orang yang juga paham tentang

keuangan itu sendiri.
2. Bagi Kalangan Akademis

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sepenuhnya sebagai
kajian dan bahan diskusi yang berlandaskan dengan teori-teori yang

sudah ada.

b. Peneliti  selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan
menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada, sehingga dapat

menyempurnakan pemahaman tentang akuntabilitas dan transparansi
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